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ABSTRAK 

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ketergantungan tinggi 

terhadap keberlanjutan ekosistem laut, baik dari aspek ekologis, sosial, maupun 

ekonomi. Namun, realitas pengelolaan wilayah pesisir kerap menunjukkan adanya 

ketegangan antara kepentingan eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan 

lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan ekologi laut 

di Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil Tahun 2020–2040 (Perda RZWP3K), ditinjau dari perspektif 

Blue Constitution dan fikih ekologi.  
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat 

deskriptif-analitik, melalui pendekatan normatif dan konseptual. Data diperoleh 

dari wawancara dengan pemerintah daerah, perangkat desa, instansi terkait, serta 

masyarakat pesisir, yang didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-

undangan, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian memilih lokasi 

Kabupaten Bangka Tengah karena memiliki luas 2155,77 Km2, dengan memiliki 

enam kecamatan dan 63 Desa/Kelurahan. Kemudian, untuk penelitian dipilih tiga 

daerah yang menjadi zonasi pertambangan laut di Bangka Tengah berdasarkan 

Perda RZWP3K yaitu Kecamatan Pangkalan Baru, dimana terletak di Desa Batu 

Belubang, Desa Kebintik dan Tanjung Gunung. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Perda RZWP3K 

telah mencerminkan prinsip-prinsip Blue Constitution melalui pengaturan zonasi 

dan perlindungan wilayah pesisir. Namun, dalam praktiknya, implementasi 

kebijakan tersebut belum berjalan efektif akibat lemahnya pengawasan, 

inkonsistensi penegakan hukum, serta masih maraknya aktivitas pertambangan laut 

ilegal. Dari perspektif fikih ekologi, kondisi ini bertentangan dengan prinsip 

keadilan (adl), keseimbangan (mizan), dan tanggung jawab manusia sebagai 

khalifah di bumi (khilafah), perlindungan terhadap lingkungan (hifz al-bi’ah). 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan ekologi laut di Bangka Tengah, 

khususnya Desa Batu Belubang, Kebintik dan Tanjung Gunung masih bersifat 

formalistik dan belum terinternalisasi secara substantif dalam kebijakan dan praktik 

pengelolaan wilayah pesisir. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen 

pemerintah daerah, integrasi nilai-nilai Blue Constitution dan fikih ekologi, serta 

partisipasi aktif masyarakat pesisir guna mewujudkan pengelolaan laut yang 

berkelanjutan dan berkeadilan. 
 
Kata Kunci: Bangka Tengah, Blue Constitution, Fikih Ekologi, Perlindungan 

Ekologi Laut, RZWP3K. 
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ABSTRACT 
 

Indonesia, as an archipelagic state, has a high degree of dependence on 

the sustainability of marine ecosystems, from ecological, social, and economic 

perspectives. However, the reality of coastal area management often reveals 

tensions between the interests of natural resource exploitation and environmental 

protection. This study aims to analyze the protection of marine ecology in Central 

Bangka Regency based on the Regional Regulation of the Bangka Belitung Islands 

Province Number 3 of 2020 concerning the Zoning Plan for Coastal Areas and 

Small Islands for 2020–2040 (RZWP3K Regional Regulation), reviewed from the 

perspectives of the Blue Constitution and ecological fiqh. 
This research employs an empirical juridical method with a descriptive-

analytical nature, using normative and conceptual approaches. Data were collected 

through interviews with local government officials, village administrations, 

relevant agencies, and coastal communities, supported by secondary data in the 

form of statutory regulations, scientific literature, and previous research findings. 

Central Bangka Regency was selected as the research location because it covers an 

area of 2,155.77 km², comprising six districts and 63 villages/urban wards. 

Furthermore, the study focuses on three areas designated as marine mining zones 

in Central Bangka under the RZWP3K Regional Regulation, namely Pangkalan 

Baru District, which includes Batu Belubang Village, Kebintik Village, and Tanjung 

Gunung. 
The findings indicate that, normatively, the RZWP3K Regional Regulation 

reflects the principles of the Blue Constitution through zoning arrangements and 

the protection of coastal areas. However, in practice, the implementation of this 

policy has not been effective due to weak supervision, inconsistent law enforcement, 

and the continued prevalence of illegal marine mining activities. From the 

perspective of ecological fiqh, this condition contradicts the principles of justice 

(adl), balance (mizan), and human responsibility as stewards on earth (khilafah), 

as well as environmental protection (hifz al-bi’ah). This study concludes that the 

protection of marine ecology in Central Bangka, particularly in Batu Belubang, 

Kebintik, and Tanjung Gunung, remains formalistic and has not been substantively 

internalized in policies and practices of coastal area management. Therefore, it is 

necessary to strengthen the commitment of local governments, integrate the values 

of the Blue Constitution and ecological fiqh, and encourage active participation of 

coastal communities to achieve sustainable and equitable marine management. 
 
Keywords: Bangka Tengah, Blue Constitution, Ecological Fiqh, Marine Ecological 

Protection, Coastal Zoning. 
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MOTTO 

 

ن    مُعَق ِّبٰت   لَه   ن   يَدَي هِّ   بَي نِّ   م ِّ نَه    خَل فِّه   وَمِّ فَظوُ  ن   يَح  رِّ   مِّ اِّن   اّللِّه  امَ   

م    مَا يغَُي ِّرُ  لَ  اّللَ  ا حَتىّ بِّقوَ  م ه  مَا  يغَُي ِّرُو  هِّ اّللُ  ارََادَ  وَاِّذاَ   بِّانَ فسُِّ  

م   ءًا  بِّقوَ  ن   لهَُم   وَمَا لَه    مَرَد   فَلَ   سوُ ْۤ نِّه   م ِّ ن   دوُ  ال   مِّ ۝١١ و   
 

Artinya: Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara 

bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka 

mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. Ar-Ra’d [13]: 11) 

 

Ayat ini menjadikan pengingat sebagai manusia apabila ingin mengubah nasibnya, 

maka dia harus berusaha. Ayat ini menjadikan motto bagi penulis untuk terus 

berkembang.  
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Alhamdulillah, akhirnya sebuah karya tugas akhir berupa tesis yang saya 

persembahkan kepada Ayah alm. M. Rusli dan Ibu Ellis Sumirah yang telah 

memberikan kasih dan cinta yang tak tergantikan oleh apapun serta kapan pun 
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terima kasih itu saya wujudkan dalam sebuah tugas akhir berupa tesis ini kepada 

kedua orangtua saya. 

 Tak luput juga Ayuk Aulia Zettira, S.E., Abang Darmasetiawan dan Adek 

Dini Rizqika Damayanti, S.H., saya tercinta yang tak terlepas dari dukungan moral 

mereka juga saya dapat berdiri hingga hari ini. Untuk itu saya sangat mengapresiasi 

setiap tindakan apapun yang kalian berikan sebagai bentuk cinta dan kasih keluarga. 

 Kemudian untuk keluarga hayati farm yang telah menjadi keluarga kedua 
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telah berkontribusi sekecil apapun itu, dari saya manusia yang fakir ilmu ini.   
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam 

penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 

dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba’ B be ب

 Ta’ T te ت

 Śa’ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J je ج

 Ḥa’ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D de د

 Zal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Şad Ş es (dengan titik di bawah) ص 

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض 

 Ṭa’ Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa’ Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
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 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G ge غ

 Fa’ F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن 

 Waw W w و

 Ha’ H ha ه

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya’ Y ye ي

 

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 ditulis Sunnah سنة 

 ditulis ‘illah علة 

 

III. Ta’ Marbûţah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis dengan h 

 ditulis al-Mā’idah المائدة 

 ditulis Islāmiyyah إسلامية 

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 
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b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 ditulis Muqāranah al-Maẓāhib المذاهب  مقارنة 

 

IV. Vokal Pendek 

1. ----  َ  ̄ ---- fatḥah ditulis a 

2. ----  َ_ ---- kasrah ditulis i 

3. ----    َ ---- ḍammah ditulis u 

 

V. Vokal Panjang 

 

VI. Vokal Rangkap 

1. Fatḥah + ya’ mati 

 غيرهم 

ditulis ditulis ai 

Gairihim 

2. Fatḥah + wawu mati 

 قول 

ditulis ditulis au 

Qaul 

 

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 ditulis a’antum أأنتم 

1. Fatḥah + alif ditulis ā 

 ditulis Istiḥsān إستحسان 

2. Fatḥah + ya’ mati ditulis ā 

 ditulis Unśā أنثى 

3. Kasrah + yā’ mati ditulis ī 

اني   ditulis al-‘Ālwānī العلو

4. Ḍammah + wāwu mati ditulis û 

 ditulis ‘Ulûm علوم 
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 ditulis u’iddat أعدت 

شكرتم   لإن  Ditulis la’in syakartum 

 

VIII. Kata Sandang Alif +Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 ditulis Al-Qur’ān القرآن

اس   ditulis al-Qiyās القي

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

ة   ditulis ar-Risālah الرسال

 ’ditulis an-Nisā النساء

 

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

الرأي   أهل  ditulis Ahl ar-Ra’yi 

السنة   أهل  ditulis Ahl as-Sunnah 
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KATA PENGANTAR 

 

حِيْمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ  بسِْمِ اللّٰه

ع ل ى  ، و  الْمُرْس لٰيْن  فٰ الْْ نْبٰي اءٰ و  مُ ع ل ى أ شْر  السَّلَ  لٰوةُ و  الصَّ ، و  ٰ الْع ال مٰيْن  ب  ٰ ر  مْدُ لِٰلّه عٰيْن  ا لْـح  ابٰهٰ أ جْم  أ صْح  اٰلٰهٰ و  .  

سُوْلُهُ لَ  ن بٰ  ر  دًا ع بْدهُُ و  مَّ أ شْه دُ أ نَّ مُح  حْد هُ لَ  ش رٰيْك  ل هُ، و  ُ و  يَّ ب عْد هُ أ شْه دُ أ نْ لَ  إٰلٰه  إلََّٰ اللّٰه  
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tercurah kepada junjungan seluruh umat manusia, Nabi Muhammad saw., beserta 

keluarga dan para sahabatnya. Atas izin dan pertolongan-Nya, penulis akhirnya 

dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Perlindungan Ekologi Laut Di 

Kabupaten Bangka Tengah Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 (Perspektif Prinsip Blue 

Constitution)”. 

Penyusunan tesis ini tentu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan 

dukungan berbagai pihak yang telah berkenan memberikan waktu, perhatian, serta 

masukan yang berharga selama proses penelitian hingga penulisan. Pada 

kesempatan ini, penulis dengan tulus menyampaikan penghargaan dan ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Blue Constitution merupakan sebuah hal yang menjadi pembicaraan 

dikalangan pakar hukum lingkungan. Hal ini termuat berdasarkan hasil isi 

penyampaian oleh Jimly Asshiddiqie dalam Dies Natalis Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia pada tahun 2017, yang mengemukakan pentingnya 

penerapan Blue Constituion di Indonesia.1 Perkataan ini tidak tanpa dasar, hal 

ini dinilai karena Indonesia sebagai negara maritim yang merupakan negara 

dengan luas laut lebih banyak dibandingkan dengan luas daratannya.2 Indonesia 

juga dikenal sebagai negara kepulauan, hal ini disebabkan karena negara 

Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang membentang dari sabang hingga 

marauke dengan jumlah 17.000 lebih.3 Konsep Blue Constitution pada dasarnya 

sudah diterapkan oleh beberapa negara, negara yang paling lama menerapkan 

konstitusi lingkungan adalah negara bagian Jerman yaitu Bavaria pada tahun 

1946, yang kemudian diikuti oleh negara Prancis pada tahun 2006 dan negara 

 
1 Fathan Ali Mubiina, “Telaah Konsepsi Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam 

Pembentukan Blue Constitution Di Indonesia,” SASI, Vol. 26: 1 (Januari 2020), hlm. 45. 

2 Tridoyo Kusumastanto, “Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Indonesia Sebagai 

Negara Maritim,” Pengembangan Perikanan, Kelautan, Dan Maritim Untuk Kesejahteraan Rakyat 

Volume II, 2021. 

3 Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Jumlah Pulau,” Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, 2025, https://kkp.go.id/tentang-kkp/sejarah.html., akses 15 Maret 2025. 
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Ekuador pada tahun 2008.4 Hal ini yang menjadi dasar Jimly Asshiddiqie 

menetapkan pentingnya Blue Constitution di Indonesia sebagai sebuah dasar 

hukum dalam perlindungan laut, udara dan dunia maya. 

Dasar lain dalam pentingnya penerapan Blue Constitution dilihat dari 

penandatanganan oleh Indonesia melalui Paris Agreement atau Perjanjian Paris 

pada 2015 yang ditandatangani oleh 55 negara di dunia sebagi bentuk 

penanggulangan krisis iklim (Climate Change) di dunia.5 Kemudian Indonesia 

tidak hanya melakukan tanda tangan belaka, tetapi dengan mengeluarkan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement 

To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan 

Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai 

Perubahan Iklim) sebagai bentuk partisipasi mendalam dalam menanggulangi 

krisis iklim di dunia. Hal ini juga sebagai bentuk nyata bahwa Indonesia dengan 

tegas melakukan perlindungan terhadap alam, sebagai bentuk tanggung jawab 

dalam menghadapi tantangan krisis alam yang terus berlanjut. 

Indonesia pada dasarnya sudah memberikan bukti nyata dalam 

menerapkan prinsip Blue Constitution, hal ini termuat dalam dasar hukum 

negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 1945 (UUD 1945). Pasal 28H ayat 1 yang menyatakan “Setiap orang 

 
4 Jimly Asshiddiqie, Green and Blue Constitution: Undang-Undang Dasar Berwawasan 

Nusantara, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 38. 

5 Mush’ab Al Ma’ruf, Mahendra Putra Kurnia, and Syukri Hidayatullah, “Tindakan 

Amerika Serikat Dalam Menarik Diri Dari Paris Agreement Dalam Kerangka Hukum 

Internasional,” Risalah Hukum, Vol. 16: 2 (Desember 2022), hlm. 117. 



3 
 

 
 

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan 

lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 

Kemudian pasal 33 ayat 3 yang juga menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat” dan ayat 4 yang menyatakan “Perekonomian 

nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 

ekonomi nasional”. Pasal-pasal tersebut menjadi bukti Indonesia sudah 

mendukung konsep Blue Constitution yang kemudian diturunkan dalam 

beberapa aturan lain yang lebih mendalam dalam mengaplikasikan konsep Blue 

Constituion. 

Bentuk lain dukungan Indonesia dalam menerapkan konsep Blue 

Constitution dengan membuat aturan turunan dari UUD 1945. Beberapa aturan 

yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (UU Kelautan), 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup) dan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU 

PWP3K) yang kemudian di gabung kedalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang secara 

umum mengatur wilayah hukum laut dan lingkungan dari turunan pasal 28H ayat 

dan pasal 33 ayat 3 dan 4 UUD 1945. Hal ini menjadikan wujud nyata awal 
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Indonesia menerapkan konsep Blue Constitution di Indonesia. Konsep yang 

lebih jelas tidak dinyatakan dalam UUD 1945 dalam pasal-pasal pun hanya 

disebutkan dengan sederhana, tetapi tidak mengurangi bukti nyata Indonesia 

dalam mendukung konsep Blue Constitution. 

Bangka Belitung sebagai sebuah provinsi yang mempunyai dua pulau 

yang menghasilkan timah paling banyak di dunia sangat diuntungkan adanya 

aturan yang mengusung konsep Blue Constitution, demi menjaga 

keberlangsungan ekosistem laut.6 Hal ini dikarenakan Bangka Belitung sebagai 

sebuah daerah kepulauan yang kecil, apabila tidak dilindungi, maka ekosistem 

lautnya akan rusak. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau 

Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 (Perda RZWP3K) 

yang merupakan turunan dari UU PWP3K dalam melindungi ekosistem laut 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.7 Aturan ini juga sebagai bentuk dalam 

penerapan konsep Blue Constitution di Bangka Belitung dalam menjaga 

kelestarian ekosistem laut. 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai sebuah provinsi yang 

memiliki ciri kepulauan diatur secara khusus dalam BAB V Undang-Undang 

 
6 Asep Kurnia and Nendi Rohaendi, “Identifikasi Logam Berat Di Lahan Pasca Tambang 

Timah Di Kepulauan Bangka Belitung,” Jurnal Geominerba (Jurnal Geologi, Mineral Dan 

Batubara) Vol. 7: 2 (Desember 2022), hlm. 166. 

7 La Ode Muhamad Muliawan, dkk., “Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pembentukan 

Perda Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau Kecil Di Bangka Belitung,” PERSPEKTIF, Vol. 12: 1 

(Januari 2023), hlm. 281. 
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Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang 

mengatur tentang kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang 

berciri kepulauan. Karena Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah provinsi 

yang bercirikan kepulauan diberikan kewenangan untuk mengelola kekayaan 

laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata 

ruang, memelihara keamanan laut, dan mempertahankan kedaulatan yang 

terdapat dalam pasal 27 ayat (2) UU Pemda. Hal ini menjadi Perda RZWP3K 

menjadi sebuah legal standing perpanjangan dari UU Pemda dalam 

memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam yang terkandung di laut. 

Harusnya UU Pemda ini juga membuktikan bahwa setiap provinsi yang 

memiliki ciri khusus menjadi daerah dengan otonomi khusus. Hal ini juga 

dikarenakan provinsi kepulauan haruslah memiliki otonomi daerah asimetris 

bukanlah simetris, karena sebagai bentuk ciri khusus supaya adanya kesetaraan 

dalam pengelolaan daerah dalam mencapai pengelolaan daerah yang lebih baik. 

Memang kerap ditemukan pelanggaran dalam perkembangan penerapan 

aturan yang mengusung konsep Blue Constitution tersebut. Contoh umum 

adanya penambangan yang berlebihan oleh beberapa perusahan korporasi 

hingga tambang ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.8 Perda RZWP3K 

di atas merupakan bentuk dalam menjaga ekosistem laut di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. Perda RZWP3K sudah sangat jelas mengatakan bahwa jarak 

 
8 Risdawati Ahmad, “Derita Di Balik Tambang: Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik 

Dalam Pertambangan Timah, Di Bangka Belitung,” Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian 

Sosiologi, Vol. 6: 2 (2022), hlm. 245. 
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untuk melakukan perencanaan RZWP3K yaitu 12 mil dihitung dari garis pantai.9 

Beberapa pasal dalam aturan ini memang sudah memberikan ruang adanya 

sanksi, tetapi dirasa kurang tegas dalam menerapkan aturan tersebut. Hal ini 

terlihat masih adanya tambang ilegal yang berkeliaran, bahkan kapal isap 

produksi yang beroperasi tidak sesuai dengan jarak dan tempatnya.10 

Wilayah penelitian ini akan dipusatkan pada 3 desa di Kecamatan 

Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, yaitu Desa Batu Belubang, Desa 

Kebintik dan Desa Tanjung Gunung. Ketiga desa tersebut saat ini menjadi 

sebuah wilayah penambangan ilegal yang masif dilakukan, baik oleh masyarakat 

sekitar maupun pendatang.11 Di ketiga desa tersebut, penerapan Perda RZWP3K 

yang sejatinya bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan prinsip Blue Constitution, ditengarai 

dan bahkan dikeluhkan oleh Masyarakat belum bisa berjalan secara efektif. 

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah dipandang kurang tegas memberikan 

perlindungan ekologi dalam meningkatkan kualitas ekosistem laut berupa 

 
9 Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 

3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2020-2040. 

10 Indra Ibrahim, “Dampak Penambangan Timah Ilegal Yang Merusak Ekosistem Di 

Bangka Belitung,” Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik), Vol. 1: 1 (2015), hlm. 25. 

11 Yuranda, “Anggota Pos TNI AL Pangkalbalam Amankan 2 Pekerja Tambang, Diduga 

Ilegal Beroperasi Di Sampur,” bangka.tribunnews.com, 2021, 

https://bangka.tribunnews.com/2021/04/25/anggota-pos-tni-al-pangkalbalam-amankan-2-pekerja-

tambang-diduga-ilegal-beroperasi-di-sampur, akses 20 Maret 2025. 
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rehabilitasi dan revitalisasi yang menjamin pengelolaan dan pemanfaatan 

potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan.12  

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengungkap bagaimana 

pembagian zonasi-zonasi dalam Peraturan Derah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2020-2040 sebagai upaya perlindungan ekologi laut. 

Penelitian ini akan dikaji dengan menggunkan analisis perspektif Konstitusi Biru 

(Blue Constitution) dan fikih ekologi. Permasalahan utama dalam penelitian ini 

adalah terjadinya kesenjangan antara desain normatif Perda RZWP3K dan 

praktik pengelolaan laut di Bangka Belitung yang menunjukkan belum 

terinternalisasinya prinsip blue constitution dan fikih ekologi secara substantif. 

 

B. Rumusan Masalah 

Memahami konteks dari latar belakang yang telah disediakan, maka bisa 

disimpulkan dengan rumusan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Perlindungan Ekologi Laut yang diterapkan Pemerintah 

Daerah Bangka Tengah Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 dilihat dari 

Perspektif Blue Constituion? 

2. Bagaimana Perlindungan Ekologi Laut yang diterapkan Pemerintah 

Daerah Bangka Tengah Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi 

 
12 Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 

Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2020-2040. 
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Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 dilihat Dari 

Perspektif Fikih Ekologi? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Penjabaran rumusan masalah di atas memungkinkan adanya tujuan dan 

kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk memahami Perlindungan Ekologi Laut oleh Pemerintah 

Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Dilihat Dari Perspektif 

Blue Constituion. 

b. Untuk memahami Perlindungan Ekologi Laut oleh Pemerintah 

Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Dilihat Dari 

Perspektif Fikih Ekologi. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Segi teoritisnya penelitian diharapkan mampu memberikan 

pemahaman secara ilmiah dalam Hukum Tata Negara dan Ilmu 

Syariah terutama pada Prinsip Blue Constitution dan Fikih 

Ekologi Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi 

Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2020-2040. 
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b. Segi praktis penilitian ini diharapkan mampu memberikan 

kebaharuan dalam Hukum Tata Negara khusunya aspek 

Perspektif Blue Constitution dan Fikih Ekologi Terhadap 

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 

3 Tahun 2020. Kemudian penelitian ini dapat dijadikan oleh 

lembaga negara sebagai kajian dalam melakukan kajian terkait 

blue constitution dan fikih Ekologi. Selain itu, penelitian ini 

nantinya bisa dijadikan sumber kutipan bagi peneliti 

selanjutnya untuk meneliti blue constitution dan fikih ekologi 

terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 3 Tahun 2020 atau Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil atau menambah penelitian baru dengan 

pemahaman dan rumusan masalah yang berbeda. 

 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian tentang “Perlindungan Ekologi Laut di Kabupaten Bangka 

Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 3 Tahun 2020 Perspektif Blue Constituion” sudah dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya dengan sejumlah tema yang relevan berikut ini : 

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Muhammad Adib Alfarisi tentang 

Perspektif Fikih Biʻah dan Green Constitution Terhadap Undang-Undang 
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Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.13 Penelitian ini mencoba 

mengkaji konsep konstitusi hijau (Green Constitution) dan Perspektif Fikih 

Bi’ah dalam menjaga lingkungan hidup pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). UU IKN ini ditinjau dan dikaji 

dikarenakan regulasi yang sangat terburu-buru dalam pelaksanaannya, apalagi 

pembuatan regulasi menyematkan sebagai daerah hijau. Padahal pembukaan 

lahan ibu kota negara sendiri merupakan pengerusakan lingkungan hidup. Oleh 

sebab itu, penelitian ini mengkaji pandangan Green Constitution pada beberapa 

konstitui negara serta dengan Paris Agreement To The United Nations 

Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi 

Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) yang 

dimuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 sebagai sebuah 

pembanding akan lingkungan hidup yang terjaga yang kemudian dilakukan 

dengan pembanding Fikih Bi’ah sebagai pandangan dari hukum Islam. Hasil 

Penelitian ini kemudian menjadi salah satu telaah, dikarekan konsep 

perlindungan akan laut belum disebutkan secara mendalam. Maka, perlunya 

penelitian lebih mendalam akan konsep perlindungan laut dengan pandangan 

Blue Constitution. 

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Fathan Ali Mubiina tentang Telaah 

Konsepsi Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Blue Constitution 

 
13 Muhammad Adib Alfarisi, “Perspektif Fikih Biʻah Dan Green Constitution Terhadap 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2024), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68767/. 
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di Indonesia.14 Pada penelitian mengkaji Blue Constitution pada konsep negara 

hukum dan demokrasi Indonesia. Penelitian ini mengkaji secara umum konsep 

Blue Constitution di Indonesia yang dimana disebut sebagai negara hukum dan 

demokrasi, oleh sebab itu penelitian ini juga mengkaji sejarah mempertahankan 

wilayah laut Indonesia dan beberapa pemahaman akan Blue Constitution di 

dunia yang kemudian di konversi ke negara Indonesia. Hasil penelitian ini 

kemudian menjadi telaah pustaka akan konsep Blue Constitution di Indonesia, 

yang kemudian di teliti lagi dengan regulasi lain yang ada. 

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Oksep Adhayanto tentang Maritime 

Constitution.15 Penelitian ini mencoba mengkaji paradigma konstitusi Indonesia 

yaitu UUD 1945 sebelum dan pasca amademen. Secara sejarah UUD 1945 tidak 

secara jelas mengkaji pada negara kepulauan, barulah pasca amademen negara 

kepualaun disebutkan yang artinya menjadikan bentuk nyata amademen 

mencoba melindungi hak akan laut di Indonesia. Penelitian ini juga sebagai 

sebuah telaah yang sangat membantu dalam penelitian ini karena konsep dari 

negara kepulauan yang menjelaskan bahwa laut Indonesia sangat luat ketimbang 

daratannya. Memang penelitian ini mengkaji secara umum dengan konsep tata 

negara Indonesia, tetapi masih bisa dikaji dan dijadikan sebuah acuan bagi 

peneliti untuk menerapkan konsep Blue Constitution pada penelitian ini. 

 
14 Fathan Ali Mubiina, “Telaah Konsepsi Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam 

Pembentukan Blue Constitution Di Indonesia,” SASI, Vol. 26: 1 (2020). 

15 Oksep Adhayanto, “Maritime Constitution,” Jurnal Selat, Vol. 2: 1 (2014). 
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Penelitian keempat oleh Liem Tony Dwi Soelistyo yang review terhadap 

buku Jimly Asshiddiqie tentang Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan 

Konstitusionalisme dalam Teori dan Praktik.16 Dalam kajian ini peneliti 

mencoba mengkaji buku yang ada dimana menyebutkan konsep konstitusi hijau 

(Green Constitution) dan konstitusi biru (Blue Constitution). Kajian ini juga 

sebagai bentuk kritik terhadap buku yang ada, tetapi tetap dengan karakteristik 

ilmiah. Sehingga kajian ini menjadi sebuah acuan umum yang nantinya akan 

mencoba membeda regulasi dan konstitusi di Indonesia dengan konsep Blue 

Constitution. 

Penelitian kelima oleh Moh. Mufid tentang Fikih Mangrove: Formulasi 

Fikih Lingkungan Pesisir Perspektif Eko-Syariah.17 Penelitian ini mencoba 

mengkaji dalam dunia Islam akan pentingnya perlindungan terhadap daerah 

pesisir. Konteks kajian disini sangat menarik apabila dilihat dengan perspektif 

kajian fikih magrove, yang kita tahu bahwa magrove adalah tanaman yang ada 

di pesisir pantai sebagai bentuk menahan ombak dan abrasi pada daerah pesisir. 

Selain sebagai sebuah konteks penelitian yang menitikberatkan pada 

pemahaman akan fikih magrove, penelitian ini mencoba untuk memahami 

bahwa selain sebagai bentuk menjaga pesisir dari abrasi dan ombak. Magrove 

juga sebagai bentuk penjagaan terhadap kelestarian laut dan sumber daya yang 

 
16 Liem Tony Dwi Soelistyo, “Perkembangan Baru Tentang Konstitusi Dsn 

Konstitusionalisme Dalam Teori Dan Praktik”, Mimbar Keadilan, Vol. 12: 2 (2019). 

17 Moh. Mufid, “Fikih Mangrove: Formulasi Fikih Lingkungan Pesisir Perspektif Eko-

Syariah,” Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol. 7: 1 (2017). 
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ada di dalam laut. Hal ini menjadikan acuan yang menarik dalam penelitian ini 

untuk juga mengkaji perlindungan akan laut dengan kajian Islam. 

Penelitian keenam oleh Syamsul Falah tentang Rekonstruksi Usul Fikih 

Perspektif Maqasid Syariah Sebagai Ikhtiyar Pelestarian Lingkungan.18 

Penelitian adalah sebuah penelitian yang menarik untuk dijadikan telaah pustaka 

dalam kajian penelitian ini. Hal ini disebabkan oleh pemahaman akan usul fikih 

dalam menentukan fikih yang ada kemudian dilihat dari kacamata perspektif 

maqasid syariah. Artinya penelitian ini mencoba melihat fikih sebagai sebuah 

tujuan yang berfungsi terhadap pelestarian lingkungan. Hal ini menarik dalam 

penelitian untuk menjadikan sumber acuan dan telaah pustaka terhadap 

pandangan Islam dalam melestarikan lingkungan khususnya pada konsep laut. 

Hal ini sejalan lurus dengan kajian dalam penelitian ini yang mengkombinasi 

unsur Islam dan kajian Blue Constitution akan perlindungan terhadap laut. 

Penelitian ketujuh oleh Yusran dan Afri Asnelly tentang Kajian Green 

Politics Theory Dalam Upaya Menangani Krisis Ekologi Laut Indonesia Terkait 

Aktifitas Illegal Fishing.19 Penelitian ini menganalisis bagaimana upaya 

pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis lingkungan laut Indonesia terkait 

aktifitas Illegal Fishing. Dalam mengadapi krisis ekologi laut dengan 

menggunakan cara pandang ekosentris, dimana perlunya studi perbandingan 

 
18 Syamsul Falah, “Rekonstruksi Uṣûl Fiqih Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah Sebagai Ikhtiyar 

Pelestarian Lingkungan,” Syariati : Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum, Vol. 5: 1 (2019). 

19 Yusran and Afri Asnelly, “Kajian Green Politics Theory Dalam Upaya Menangani 

Krisis Ekologi Laut Indonesia Terkait Aktifitas Illegal Fishing,” Indonesian Journal of International 

Relations, Vol. 1: 2 (2018). 
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kepada negara lain dalam menghadapi krisis ekologi laut yang terjadi. Kemudian 

dapat dijadikan landasan politik dan konstitusi di Indonesia. Cara pandang Green 

Politics Theory sebagai alternatif solusi dalam menghadapi krisis ekologi laut di 

Indonesia. 

Penelitian kedelapan oleh Ria Tri Vinata dan Mashita Tismananda Kumala 

tentang Goverment Collaboration Model in Plastics Waste Management as an 

Effort to Protect Indonesia’s Marine Environment.20 Pada penelitian ini 

mengkhususkan pada aturan yang fokus pada perlindungan laut di Indonesia 

terhadap sampah plastik. Penelitian ini menganalisis model kolaborasi 

pemerintah dalam pengelolaan sampah plastik khususnya di laut Indonesia, hal 

ini sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam melindungi ekosistem laut. 

Penelitian ini juga menyinggung beberapa peraturan seperti Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Hasil penelitian ini mengungkapkan 

bahwa model kolaborasi pemerintah menggunakan model legal formal, yang 

menekankan pada koordinasi multi level antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dijabarkan dalam 

penelitian ini. Hal ini menjadi sebuah acuan baru pada penelitian sehingga 

menemukan konsep-konsep penelitian yang terstruktur dan terarah terhadap 

pentingnya akan perlindungan laut. Apalagi dengan konsep negara Indonesia 

sebagai negara maritim yang dirasa perlunya perlindungan yang mendalam. 

 
20 Ria Tri Vinata and Masitha Tismananda Kumala, “Government Collaboration Model in 

Plastic Waste Management as an Effort to Protect Indonesia’s Marine Environment,” Lex Portus, 

Vol. 11: 3 (2025). 
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Maka dari itu dalam kajian ini mencoba mengambil konsep Blue Constitution 

dan Fikih Ekologi sebagai sebuah acuan dalam meneliti perlindungan akan laut 

di Indonesia, khususnya pada daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Untuk itu perlu dalam kajian ini meneliti PERDA Prov. Kep. Babel Nomor 3 

Tahun 2020 sebagai bentuk partisipatif akan pelestarian dan perlindungan akan 

laut. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Berdasarkan penjabaran latar belakang dan rumusan masalah peneliti 

mencoba memahami permasalahan ini dengan beberapa teori yang dapat di 

jabarkan sebagai berikut: 

1. Teori Blue Constitution 

Teori Blue Constituion adalah sebuah teori yang mengusung pada 

unsur laut, udara dan dunia maya. Konsep ini mengacu pada konstitusi atau 

dasar negara dalam memberikan ruang perlindungan akan laut, udara dan 

dunia maya.21 Penggunaan teori ini digunakan sebagai sebuah bentuk 

pembatas pada penelitian ini agar tidak keluar dari konteks atau terlalu jauh, 

sehingga penelitian yang tidak bertemu titik temunya. Teori Blue 

Constitution ini sangat menarik apabila ditelaah dengan negara Indonesia 

yang hampir seluruh wilayah negaranya adalah laut serta memiliki pulau-

pulau.  

 
21 Asshiddiqie, Green and Blue Constitution: Undang-Undang Dasar Berwawasan 

Nusantara, hlm. 167. 
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Konsep ini memandang dengan hasil penerapan pada negara-negara 

lain yang mencoba menerapkan perlindungan akan lingkungan, laut, udara 

dan dunia maya. Perbedaan konsep ini sendiri terletak pada konsep 

konstitusi biru yang mecoba melindungi negara pada laut, udara dan dunia 

maya.22 Salah satu perlindungan yang sangat riskan bagi Indonesia adalah 

laut. Secara eksplisit memang dalam konstitusi negara Indonesia UUD 1945 

menjelaskan akan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Tetapi dalam 

pelaksanaannya masih sangata lah kurang, mulai dari pengawasan hingga 

pelaksanaan secara terstruktur. Maka teori ini dibutuhkan dalam penelitian 

untuk sebagai pembatas dan pandangan Blue Constitution di Indonesia 

dalam melindungi laut khususnya pada daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

2. Teori Fikih Ekologi 

Fikih ekologi merupakan disiplin yang berkembang dalam ranah 

pemikiran Islam kontemporer sebagai respons terhadap krisis lingkungan 

global. Kerangka teori ini berangkat dari konsep dasar maqasid syariah, 

yang menempatkan hifẓ al-bī’ah (perlindungan lingkungan) sebagai bagian 

dari pemeliharaan kehidupan (hifẓ al-nafs) dan pemeliharaan keturunan (hifẓ 

al-nasl).23 Dalam kajian ini, fikih ekologi tidak hanya dipahami sebagai 

seperangkat norma hukum yang mengatur interaksi manusia dengan alam, 

 
22 Mubiina, “Telaah Konsepsi Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Blue 

Constitution Di Indonesia”, hlm. 88. 

23 Falah, “Rekonstruksi Uṣûl Fiqih Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah Sebagai Ikhtiyar 

Pelestarian Lingkungan”, hlm. 77. 
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tetapi juga sebagai pendekatan etis yang menekankan tanggung jawab 

khalifah di bumi. Pendekatan ini bertumpu pada prinsip keadilan lingkungan 

(al-‘adālah al-bī’iyyah), keseimbangan (al-mīzān), dan keberlanjutan 

(istidrām), yang semuanya berakar dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis.24 

Oleh karena itu, fikih ekologi berfungsi sebagai landasan normatif dalam 

membangun kesadaran ekologis berbasis nilai-nilai Islam, sehingga mampu 

menawarkan solusi terhadap berbagai permasalahan lingkungan yang 

dihadapi masyarakat Muslim. 

Konsep metodologis fikih ekologi mengadopsi pendekatan 

multidisipliner yang menggabungkan aspek normatif fikih dengan 

perspektif sains lingkungan.25 Pendekatan ini memungkinkan elaborasi 

hukum Islam dalam merespons isu-isu ekologi, seperti pencemaran 

lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan pengelolaan limbah, melalui 

ijtihad kontekstual yang mempertimbangkan perkembangan ilmu 

pengetahuan. Dalam penelitian ini, kerangka teori fikih ekologi akan 

digunakan untuk menganalisis regulasi lingkungan dalam perspektif Islam 

khusnya perlindungan akan laut serta menilai implementasi prinsip-

prinsipnya dalam kebijakan dan praktik masyarakat Muslim. Dengan 

demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

penguatan paradigma fikih yang lebih responsif terhadap tantangan ekologi 

 
24 Ahmad, “Ekologi Berbasis Syariah: Analisis Wacana Kritis Pemikiran Mudhofir 

Abdullah”, hlm. 50. 

25 Tusamma and Muhammad Izzuddin, “Fikih Ekologi,” Wasathiyyah, Vol. 4: 2 (2022), 

hlm. 199. 
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modern serta mendukung pembentukan kesadaran ekoteologis dalam 

praktik keberagamaan. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah pastinya 

memiliki metode. Maka penelitian ini juga tak luput dari beberapa metode 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke 

lapangan atau lokasi penelitian untuk mengumpulkan data secara langsung 

dari sumbernya dengan melihat aspek-aspek hukum yang ada di lapangan.26 

Penggunaan jenis penelitian berguna untuk memudahkan peneliti untuk 

mengkaji permasalahan pada Perlindungan Ekologi Laut di Kabupaten 

Bangka Tengah Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 3 Tahun 2020 (Perspektif Prinsip Blue Constitution) yang 

kemudian dikaji dengan fiqh ekologi. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitik karena mencoba 

memecahkan masalah dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek 

 
26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35. 



19 
 

 
 

berupa lembaga, masyarakat, dan lainnya dengan keadaan fakta di lapangan 

atau lokasi penelitian yang kemudian dianalisis oleh data yang ada.27 

Penelitian deskriptif analitik ini bertujuan untuk meberikan pembahasan 

yang terjadi di lapangan secara nyata dan apa adanya, tanpa memandang 

pemahaman yang lain. Fenomena yang ada bisa berubah alami, rekayasa atau 

lainnya. Metode penelitian ini biasanya lebih cenderung digunakan dengan 

meneliti objek.28 Metode penelitian ini sangat membantu dalam penelitian ini 

karena mengkaji peran blue constitution dan fikih ekologi dalam konstitusi di 

Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini mencoba mengkaji permasalahan dengan pendekatan 

ekologi dengan sistem conceptual approach (pendekatan konseptual), 

normative islamic approach (pendekatan normatif studi Islam) dan socio 

legal approach (pendekatan sosial legal). Pengunaan pendekatan ini 

bertujuan memahami permasalahan dengan metode undang-undang dan teori 

Islam tentang peran blue constitution dan fikih ekologi dalam konstitusi di 

Indonesia. Kemudian, dikembangkan dengan memahami norma yang ada di 

masyarakat dengan undang-undang dan teori Islam tentang peran blue 

constitution dan fikih ekologi.29 Selain itu penggunaan pendekatan ini adalah 

 
27 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Umum (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 101. 

28 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 45. 

29 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, hlm. 85. 
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membandingkan apakah aturan tersebut bersifat umum atau khusus yang 

sesuai dengan hierarki perundang-undangan.30 

4. Sumber Data 

Sumber data adalah hal yang diperlukan dalam sebuah penelitian, agar 

dapat menentukan masalah yang ada, sehingga dapat menjawab 

permasalahan yang sedang diteliti berdasarkan teori yang digunakan.31 

a. Sumber data primer adalah sumber utama dalam sebuah penelitian.32 

Pada penelitian ini sumber primer berupa hasil wawancara dengan 

beberapa informan yaitu Pemerintah Desa, Dinas Lingkungan 

Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kelautan dan 

Perikanan, dan Masyarakat.  

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang menguatkan sumber 

primer, dimana pada penelitian ini nantinya sumber sekunder berupa 

artikel penelitian, buku, kajian terdahulu dan lainnya yang dapat 

mendukung dan menguatkan data primer dalam penelitian ini.33 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah sebuah metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, mencari informasi fakta dan hal lainnya yang berkaitan 

 
30 Jonaedi Efendi and Jhonny Ibrahim, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dan 

Empiris (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 90. 

31 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, 

Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif) (Bandung: CV. Alfabeta, 2023), hlm. 56. 

32 Ibid. hlm. 57. 

33 Ali, Metode Penelitian Hukum, hlm. 50. 
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dengan penelitian.34 Pada penelitian ini yang berupa field research atau 

lapangan, maka teknik pengumpulan data berupa observasi pada lapangan 

yang akan diteliti, wawancara kepada subjek yang berkaitan dengan 

penelitian, dokumentasi untuk membuktikan bahwa sudah terjadi 

pengumpulan data untuk diteliti.35 

a. Wawamcara 

Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan 

ditunjukkan pada informan yaitu Pemerintah Desa pada lokasi 

penelitian yang dituju, bisa berupa kepala desa atau perangkat desa. 

Dinas Lingkungan Hidup dapat kepala atau perangkat dinas terkait 

yang menjadi informan. Dinas Energi dan Sumber Daya Alam 

dapat kepala atau perangkat dinas terkait yang menjadi informan. 

Dinas Kelautan dan Perikanan dapat kepala atau perangkat dinas 

terkait yang menjadi informan. Tiga masyarakat pada setiap desa 

yang menjadi lokasi penelitian. 

b. Dokumentasi 

Penggunaan dokumentasi bertujuan sebagai alat bukti untuk 

informasi yang didapatkan dalam penelitian, hal ini bertujuan 

untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dalam melakukan 

penelitian. Dokumentasi nantinya tidak akan jauh dari sumber 

 
34 Bungaran Antonius Simanjuntak and Soedjito Sosrodihardjo, Metode Penelitian Sosial, 

(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm. 45. 

35 Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” Humanika, 

Vol. 21: 1 (2021), hlm. 77. 



22 
 

 
 

penelitian, yang nantinya akan berupa rekaman dan foto dengan 

para informan atau lokasi penelitian yang terdampak. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis 

induktif yang dimana mecoba menganalisis data dari hal yang terjadi di 

lapangan berdasarkan data observasi, wawancara dan lainnya.36 Kemudian 

penganalisis ini mencoba meneliti permasalahan yang ada dengan teori yang 

telah disediakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh peneliti 

berdasarkan kenyataan di lapangan. 

7. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini nantinya akan mengambil daerah Kabupaten Bangka 

Tengah, yang merupakan salah satu kabupaten di dalam Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung.37 Kabupaten ini memiliki enam kecamatan dan 63 desa atau 

kelurahan.38 Pengambilan lokasi penelitian ini karena dalam Perda Prov. Kep. 

Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 ada beberapa daerah yang seharusnya 

menjadi daerah pelestarian dan perikanan tangkap, tetapi menjadi daerah 

pertambangan. Daerah yang akan diambil yaitu Desa Kebintik, Desa Batu 

Belubang dan Desa Tajung Gunung yang merupakan daerah terdampak dari 

 
36 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Depok: Universitas Indonesia Press, 

2014), hlm. 67. 

37 Diskominfosta Bateng, “Geografis Bangka Tengah,” bangkatengahkab.go.id, 

https://bangkatengahkab.go.id/halaman/detail/geografis, akses 07 April 2025. 

38 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah, “Jumlah Desa/Kelurahan Menurut 

Kecamatan Di Kabupaten Bangka Tengah,” 2024, https://bangkatengahkab.bps.go.id/id/statistics-

kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-bangka-tengah-, akses 07 April 2025. 
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zona tambang, yang dimana masyarakatnya merupakan rata-rata sebagai 

nelayan. Pemilihan lokasi juga dikarenakan daerah tersebut menjadi daerah 

yang sangat terdampak tambang baik itu legal maupun illegal. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Berdasarkan penjabaran yang telah ditulis, maka peneliti mencoba 

menyusun pembahasan penelitian ini pada lima bab yang terorganisir. 

Pengorganisiran ini dimaksudkan memudahkan pembaca dalam memahami dan 

membaca isi dari tesis yang telah ditulis dan diteliti oleh peniliti, berikut 

penjabaran dan penjelasan singkat dari setiap bab: 

Bab pertama, peneliti mengklasifikasi sebagai pendahuluan, yang selalu 

menjadi awal dari rangkaian pemabahasan penelitian ini. Bab ini sendiri 

memiliki berbagai sub bab yang terorganisir seperti latar belakang yang menjadi 

bagian pembuka dari penelitian dan juga keresahan yang timbul sehingga 

peneliti berniat untuk meneliti permasalahan ini. Kemudian rumusan masalah 

yang menjadi sub bab selanjutnya yang berisi tentang bagaimana peneliti 

merumuskan masalah setelah keresahan dari penelitian tersebut dijabarkan di 

sub bab sebelumnya. Selanjutnya ada tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasaan yang 

dimana saling terorganisir antara satu kesatuan. 

Bab kedua, peneliti membahas pengembangan landasan teori yang 

digunakan dalam penelitian ini. Mulai dari mengklarifikasi kedalam beberapa 

sub kerangka teori Blue Constitution dan Fikih Ekologi. Selain itu pada bab ini 
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akan dikembangkan perbedaan Green dan Blue Constitution, serta penambahan 

pembahasan peraturan perundang-undangan pada kajian terkait. 

Bab ketiga, peneliti akan memaparkan data yang terdiri dari penjelasan 

Perspektif Blue Constitution dan Fikih Ekologi Terhadap Peraturan Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020. Kemudian pada bab 

ini juga dijelaskan data-data yang ada di lapangan, berupa kondisi pulau Bangka 

saat ini. Selain itu juga akan digambarkan lokasi penelitian serta daerah 

penelitian yang terdampak dari tambang legal maupun illegal. Terakhir juga akan 

dipaparkan efek bagi ekologi sekitar dari tambang yang merusak kontruksi 

ekologis sekitar lokasi penelitian. 

Bab keempat adalah bagian dari analisis data yang telah dipaparkan dari 

bab-bab sebelumnya, yang kemudian digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah yang telah ada dari penelitian tentang Perspektif Blue Constitution dan 

Fikih Ekologi Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 3 Tahun 2020. 

Bab kelima merupakan bab terakhir dari pembahasan penelitian ini, juga 

sebagai bab penutup penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan yang telah 

didapatkan oleh peneliti dari hasil penelitian masalah yang ada, kemudian berisi 

saran yang dapat dijadikan sebuah acuan atau teman penelitian baru bagi peneliti 

yang akan meniliti permasalahan yang sama ataupun untuk pembaca. 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Perlindungan Ekologi Laut Berdasarkan Perda RZWP3K dalam 

Perspektif Blue Constitution 

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 

Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil Tahun 2020 – 2040 (Perda RZWP3K) secara normatif telah 

memenuhi karakter dasar blue constitution, terutama dalam pengaturan 

zonasi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang laut, 

perlindungan kawasan konservasi, serta pengakuan terhadap kepentingan 

masyarakat pesisir. Secara tekstual dan sistematis, Perda RZWP3K ini 

merupakan bentuk konkret operasionalisasi mandat konstitusional pasal 

28H ayat (1) dan pasal 33 UUD 1945 yang mewajibkan negara menjamin 

hak atas lingkungan hidup yang dan sehat serta mengelola sumber daya 

alam secara berkeadilan dan berkelanjutan. 

Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan norma tidak 

otomatis melahirkan konstitusionalisme yang efektif. Dalam praktiknya, 

lemahnya pengawasan, tumpang tindih kewenangan antar instansi, 

inkonsistensi penegakan hukum, serta toleransi terhadap aktivitas 

pertambangan laut yang melanggar zonasi menunjukkan bahwa prinsip 

blue constitution belum terwujud secara substantif. Negara belum 
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sepenuhnya menjalankan fungsi fiduciary duty sebagai public trustee 

atas sumber daya laut. Akibatnya terjadi kesenjangan antara konstitusi 

ekologis yang ideal dengan realitas tata kelola laut yang masih 

dipengaruhi kepentingan ekonomi ekstraktif. Dengan demikian dapat 

ditegaskan bahwa Perda RZWP3K berhasil pada tataran normatif, tetapi 

mengalami kegagalan struktural pada tataran implementatif dalam 

mewujudkan perlindungan ekologi laut yang konstitusional. 

2. Perlindungan Ekologi Laut Berdasarkan Perda RZWP3K dalam 

Perspektif Fikih Ekologi 

Perspektif fikih ekologi dalam Perda RZWP3K secara prinsipil 

selaras dengan nilai-nilai syariat, terutama konsep mizan 

(keseimbangan), amanah kekhalifahan, larangan fasad (kerusakan), serta 

orientasi maqashid syariah dalam menjaga keberlangsungan kehidupan 

dan kemaslahatan umum. Pengaturan zonasi laut dapat dipahami sebagai 

bentuk siyasah syariyyah yang sah, karena bertujuan mengatur distribusi 

manfaat sumber daya alam secara proporsional serta mencegah 

kemudaratan ekologis. Akan tetapi dalam praktiknya pembiaran terhadap 

aktivitas pertambangan laut yang merusak ekosistem dan berdampak 

langsung pada penurunan kesejahteraan nelayan tradisional 

menunjukkan bahwa nilai-nilai fikih ekologi belum teraktualisasi secara 

nyata dalam kebijakan publik. Ketika manfaat ekonomi terkonsentrasi 

pada kelompok tertentu sementara masyarakat pesisir menanggung 

beban ekologis dan sosial, maka telah terjadi penyimpangan dari prinsip 
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keadilan (adl) dan pelanggaran terhadap kaidah fiqhiyyah al-darar yuzal 

(kemudaratan harus dihilangkan). Dalam konteks ini, negara tidak hanya 

gagal secara administratif, tetapi juga belum sepenuhnya menjalankan 

tanggung jawab moral kekhalifahan dalam menjaga amanah lingkungan. 

Dengan demikian penelitian ini menegaskan bahwa Perda 

RZWP3K secara nilai telah sejalan dengan fikih ekologi, tetapi 

implementasinya belum mampu mewujudkan keadilan ekologis yang 

menjadi tujuan utama syariat. Perlindungan laut dalam perspektif Islam 

bukan sekedar regulasi, melainkan manifestasi tanggung jawab etis dan 

spiritual negara dalam menjaga keseimbangan ciptaan. Pada akhirnya, 

penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan ekologi laut tidak dapat 

berhenti pada perumusan norma atau deklarasi komitmen keberlanjutan. 

Blue constitution dan fikih ekologi sama-sama menegaskan bahwa laut 

bukan sekedar objek eksploitasi ekonomi, melainkan ruang hidup publik 

yang mengandung dimensi konstitusional, sosial dan moral. Ketika 

negara gagal menginternalisasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik 

kebijakan dan penegakan hukum, maka yang terancam bukan hanya 

keberlanjutan ekosistem, tetapi juga legitimasi konstitusional dan 

tanggung jawab etis pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu, 

perlindungan laut harus dipahami sebagai amanat konstitusi sekaligus 

amanah kekhalifahan yang menjadi suatu tanggung jawab kolektif dalam 

menuntut konsistensi antara norma, kebijakan dan tindakan nyata demi 

terwujudnya keadilan ekologis bagi generasi kini dan mendatang. 
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B. SARAN 

Pada penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran pada berbagai 

aspek sebagai berikut: 

1. Saran kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan 

kajian mengenai integrasi antara blue constitution dan fikih 

ekologi dalam kebijakan kelautan di daerah lain, serta mengkaji 

efektivitas instrumen hukum kelautan dalam melindungi 

ekosistem laut dan masyarakat pesisir secara lebih 

komprehensif. Kemudian, penelitian berkaitan dengan Perda 

RZWP3K diharapkan masih bisa dikembangkan dalam konsep 

kajian penelitian lainnya yang mengusung pengawasan 

terstruktur terhadap zonasi lainnya yang terdapat dalam Perda 

RZWP3K, seperti pengawasan terhadap zona pariwisata, zona 

pelabuhan, zona perikanan budi daya, zona perikanan tangkap, 

zona industri, dan zona konservasi yang terkadung dalam Perda 

RZWP3K. Penelitian selanjutnya bisa mengusung konsep blue 

constitution sebagai kacamata dalam penelitian atau juga fikih 

ekologi. Penelitian juga bisa berkaitan dengan implementasi, 

pengawasan, atau yang lainnya berkaitan dengan hukum, sosial 

dan keberlanjutan. 
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2. Saran Kepada Khalayak Ramai 

Pertama, kepada Pemerintah daerah perlu memperkuat 

implementasi Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 3 Tahun 2020 dengan menjadikan prinsip blue 

constitution sebagai paradigma utama dalam kebijakan kelautan. 

Penguatan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum 

yang tegas terhadap pelanggaran zonasi, peningkatan sistem 

pengawasan kelautan, serta penghapusan praktik pembiaran 

terhadap aktivitas pertambangan laut yang merusak ekosistem. 

Selain itu, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan nilai-nilai 

fikih ekologi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

kelautan, sehingga pengelolaan laut tidak hanya berorientasi 

pada kepentingan ekonomi, tetapi juga pada keseimbangan 

ekologi, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral. 

Kedua, Aparat penegak hukum dan instansi pengelola 

kelautan perlu meningkatkan koordinasi dan konsistensi dalam 

pengawasan serta penindakan pelanggaran Perda RZWP3K. 

Penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa diskriminasi 

antara pelaku usaha besar dan masyarakat kecil, guna 

memulihkan kepercayaan publik dan menjaga legitimasi hukum 

dalam pengelolaan laut. 

Ketiga, Masyarakat pesisir dan nelayan diharapkan dapat 

meningkatkan peran aktif dalam pengawasan dan pelaporan 
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pelanggaran zonasi laut. Partisipasi masyarakat merupakan 

elemen penting dalam mewujudkan tata kelola laut yang 

berkelanjutan dan berkeadilan. Penguatan kesadaran ekologis 

berbasis nilai-nilai lokal dan keagamaan perlu terus didorong 

sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif menjaga laut. 
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